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- Organisasi menetapkan kinerja-kinerja kunci 

yang harus dicapai dan ditingkatkan oleh setiap 

pihak yang terliuabt dalam proses penjaminan 

mutu. 

- Unit kerja secara rutin melakukan koordinasi 

internal dan identifikasi keberadaan area-area 

kunci yang memerlukan adaptasi atau perubahan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

1. Penjaminan mutu digambarkan oleh Juran sebagai proses manajemen 

dengan 3 tahapan penting yaitu perencanaan kualitas (quality 

planning), kontrol kualitas (quality control), dan Perbaikan Kualitas 
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(Quality Improvement).  Penjaminan mutu LPP masih didominasi 

lemahnya tahapan perencanaan kualitas dan perbaikan kualitas.  

Analisis atas penjaminan mutu LPP memperlihatkan masih lemahnya 

sisi pengelolaan proses penjaminan mutu (baik dari sisi instrumentasi 

maupun quality controlnya) dan pengelolaan pelaksana penjaminan 

mutu.  Kelemahan pada dua sisi ini memberikan implikasi yang besar 

pada pencapaian tujuan utama penjaminan mutu yakni perbaikan 

berkelanjutan.  Dari sisi proses, kegagalan untuk mendisain mutu 

sebagai dasar tahapan penjaminan mutu (standar mutu tata Kelola yang 

minim), memberikan implikasi pada penjaminan mutu pada 

pelaksanaan pelatihan bertumpu pada instrumen akreditasi yang tidak 

dilengkapi dengan konstektualisasi visi dan misi LPP berimbas pada 

penyelesaian program pelatiahn secara rutin dan tidak menumbuhkan 

kreativitas dan inovasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan 

lingkungan strategis dan stakeholdersnya.  Control mutu yang 

dilakukan tanpa acuan atau arah yang jelas menajdikan proses ini 

dilakukan sebagai kegiatan rutin memenuhi kebijakan, menyelesaikan 

program pelatihan serta memenuhi kriteria pada pelaksanaan akreditasi.  

Dari sisi pelaksana, komitmen penjaminan mutu yang hanya dilabelkan 

pada KPM/TPM (yang dalam prakteknya masih ditemukan memiliki 

komitmen terbatas) membuat penjaminan mutu hanya sebagai 

tanggung jawab administrasi pemenuhan data akreditasi.   

2. Pelaksanaan penjaminan mutu LPP belum mendorong kapasitas 

dinamis organisasi (organizational capital) untuk menghasilkan 

perbaikan dan pembaharuan yang berkelanjutan (sustainable) pada 

pelatihan ASN.  LPP belum mendapatkan proses produktif yang 

optimal dalam bentuk kemampuan organisasi menganalisis untuk 

mencari cara baru dalam proses kerja atau pun melihat dan 

menganalisis kesesaian hasil kerja dengan tuntutan kebutuhan 

pelanggan atau perubahan (double loop).  Kelemahan pada proses dan 
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pelaksana memberikan pengaruh pada kondisi organisasi (lingkungan 

kerja dalam organisasi), khususnya kegagalan menciptakan lingkungan 

kondusif untuk menciptakan ‘learning’ sebagai langkah awal 

munculnya berbagai ide kreatif untuk perbaikan berkelanjutan.  

Pengelolaan hard side dan soft side of quality yang masih menyisakan 

berbagai permasalahan memberikan kontribusi pada pelaksanaan 

penjaminan mutu yang belum memunculkan pembaharuan-

pembaharuan yang substansial dan berkelanjutan.  Penyebab utama 

kegagalan LPP untuk mendapatkan kapasitas produktif yang optimal 

(LO) disebabkan: 

a. Kegagalan memberikan arah mutu yang jelas yang diakibatkan 

adanya ketidaklengkapan struktur/instrument dan alignment antar 

tahapan PDCA.  Minimnya kejelasan proses, tanggung jawab dan 

alignment menimbulkan kebingungan acuan dan arah, struktur, 

hubungan dan tanggung jawab serta output antar kegiatan dalam 

organisasi.  Proses learning sebagai awal perilaku produktif yang 

menghasilkan inovasi dalam organisasi dipengaruhi oleh berbagai 

kebijakan, strategi, model, budaya dan struktur yang ada dalam 

organisasi tersebut.  Ketidakjelas atas instrumen-instrumen 

tersebut menyebabkan sustainability mutu menjadi terkendala. 

b. Lingkungan organisasi yang tidak kondusif sebagai tempat 

‘belajar’ bagi SDM karena hubungan kerja (SDM) pihak-pihak 

dalam penjaminan mutu yang tidak berjalan dengan optimal.  

Temuan disertasi memberikan gambaran bagaimana individu dan 

unit pelaksana penjaminan mutu memiliki komunikasi yang 

terbatas.  TPM/KPM yang tidak aktif dan memiliki ‘keterkaitan’ 

yang minim dan tim pelaksana yang terfokus pada penyelesaian 

pekerjaan rutin, membuat komunikasi dan keterbukaan serta 

hubungan yang sifatnya formal dan terbatas.  Saling belajar dan 

saling berbagi informasi menjadi terbatas sebagai akibatnya 
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lingkungan penjaminan mutu tidak memberikan kesempatan yang 

banyak untuk partisipasi dan hubungan kerja yang ‘nyaman’.  

Bagaimana pegawai berinteraksi, bekerja dan terlibat dalam 

delivery mutu, dan bagaimana penyelesaian masalah dilakukan 

dalam organisasi memberikan pengaruh munculnya kreatifitas dan 

inovasi.   

3. Model yang mengakomodir hard side dan soft side of quality 

dibutuhkan untuk menciptakan penjaminan mutu yang 

berkesinambungan.  Model ini menggambarkan proses yang 

terintegrasi dan aligned atas konsep PDCA’s Deming yang digunakan 

dalam penjaminan mutu.  Komitmen penerapan penjaminan mutu pada 

dua level baik level strategi dan operasional (unit pelaksana penjamin 

mutu) menjadi kunci untuk menjawab masih dominannya penjaminan 

mutu pada level operasional namun tidak memiliki arah yang jelas 

karena minimnya acuan mutu yang menjadi tujuan penjaminan mutu.   

Aspek penataan hard side of quality ini harus didukung penataan soft 

side of quality dalam bentuk menciptakan Learning Organization 

sebagaimana dimaksud oleh Marquardt untuk mendapatkan 

penjaminan mutu yang berkelanjutan. Pengaturan peran berbagai pihak 

yang terlibat secara jelas, perbaikan mekanisme komunikasi dan 

pengambilan keputusan yang memungkinkan proses kreatif muncul 

dalam bentuk delegasi dan otonomi.  Model yang ditawarkan memiliki 

karakteristik active participation, mendapatkan strong commitment 

pimpinan, shared decision-making dan communication, fokus untuk 

menciptakan customer satisfaction (kepuasan pelanggan), memiliki 

kejelasan dalam penilaian kinerja dan mekanisme reward and 

punishment serta komitmen penuh semua pihak untuk melakukan 

perbaikan atau perubahan.  
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B. Saran 

1. Restrukturisasi organisasi dan proses bisnis perlu dilakukan dalam 

penjaminan mutu LPP untuk mendapatkan alignment (strategic 

alliance) dan kejelasan peran dan tanggung jawab tim yang ada pada 

proses penjaminan mutu.  Alignment diarahkan pada penetapan 

konfigurasi kejelasan standar mutu (tujuan) untuk menjadi konsensus 

dan tujuan bersama setiap individu dan tim kerja yang ada dalam LPP 

dan dasar proses kegiatan pada tim kerja serta hubungan antar berbagai 

tim kerja yang dimiliki organisasi.  Restrukturisasi ini dilanjutkan 

dengan penerapan PDCA pada dua level yaitu level strategi dan 

organisasi untuk memperjelas munculnya komitmen semua pihak yang 

terlibat dalam penjaminan mutu. 

2. Alignment harus disertai dengan pemberian kebebasan (otonomi) pada 

individu/tim kerja untuk mengelola diri dan tim, menetapkan proses, 

cara dan perbaikan dan pengembangan yang dibutuhkan.  Kebebasan 

ini akan memberikan ruang bagi setiap individu/tim untuk belajar dari 

setiap pengalaman kerjanya masing-masing (proses kerjanya masing-

masing).  Bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka 

menyelesaikan masalah, bagaimanan mereka mengembangkan 

perbaikan-perbaikan terhadap proses kerjanya dapat terjadi jika ada 

kejelasan tujuan dan kebebasan diberikan.  Otonomi, kepercayaan, 

kejelasan peran, kejelasana penilaian kinerja dan kejelasan dukungan 

dalam berkinerja menciptakan lingkungan kondusif untuk 

menchallenge setiap proses dan hasil setiap orang dan unit kerja bahkan 

organisasi. 

3. Restrukturisasi penjaminan mutu dengan model Two-tier OPB sebagai 

sebuah proses manajemen dalam mendisain kualitas dalam proses 

PDCA (baik pada aspek hard side of quality maupun soft side of 

quality) dapat mendorong munculnya kapasitas organisasi sebagai hasil 

dari ‘pembelajaran dalam organisasi’ untuk beradaptasi dengan 
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lingkungan stratejik.  Pendekatan dua level ini menawarkan otonomi 

untuk setiap tahapan dan juga alignment antar tahapan untuk mencapai 

hasil atau tujuan yang diharapkan yang diharapkan.  Tier atau level 

pertama menghasilkan vision dan sasaran disertai dengan standar mutu 

yang dibutuhkan untuk mengukur keberhasilan dan komitmen dan 

hubungan antar tahapan untuk mengontrol hasil. Tier atau level kedua 

menunjukkan otonomi yang diberikan organisasi untuk mengelola 

tugas dan tanggung jawab (shared decision making) yang akan diukur 

nantinya dengan target-target yang ditetapkan pada tier pertama.  

Restrukturisasi juga harus didukung dengan komitmen, kerjasama, 

keterlibatan dan partisipasi semua pihak yang terlibat untuk 

mengeluarkan dan melakukan yang terbaik; gaya kepemimpinan yang 

non-hirarkis dan peran pimpinan sebagai motivator, fasilitator dan 

mentor; tim spesialis (TPM/KPM) yang mampu memberikan 

pengakuan dan koreksi mutu serta menjadi coach bagi pegawai/tim 

serta pimpinan; pola dan channel komunikasi yang lancar, fleksibel dan 

konstruktif; serta pengakuan dan dukungan terhadap penerapan 

experience learning, coaching and mentoring dalam bentuk pemberian 

reward and punishment yang jelas.   

Pendekatan kebijakan yang dilakukan LAN terbukti ampuh untuk 

memandu tahap do pada level strategi, dapat diadopsi untuk mendorong 

LPP menerapkan model two-tier penjaminan mutu sehingga 

menciptakan lingkungan pembelajaran dalam setiap penyelenggaraan 

pelatihan yang dapat berujung pada sustainability kualitas. 

4. Penelitian lanjutan atas disertasi ini dapat diarahkan pada pemodelan 

cara belajar pada organisasi pembelajar LPP untuk mempermudah dan 

mempercepat munculnya perbaikan berkelanjutan. 

C. Kontribusi Disertasi  

1. Secara teori, Model Two-Tier OPB adalah modifikasi Trilogi Juran 

dalam Sistem Manajemen Mutu dan PDCA Deming.  Modifikasi pada 
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Trilogi Juran dilakukan dengan menambahkan aspek learning 

organization (LO) baik pada tahapan perencanaan mutu, kontrol mutu 

dan peningkatan mutu.  Modifikasi Deming pada penjaminan mutu LPP 

dilakukan pada penguatan alignment dan penerapannya pada dua 

tingkatan yang berbeda yaitu level strategi dan operasional.   

2. Saat ini model penjaminan mutu masih dilakukan pada satu level 

(strategy) dan belum konsisten pengelolaan tiap tahap dan 

komponennya.  Model Two-Tier OPB ini menjadi model pengelolaan 

LPP dari sisi kelembagaan dan pengaturan proses PDCA untuk 

menciptakan situasi pembelajaran agar munculnya perbaikan 

berkelanjutan.  LPP perlu membuat proses penjaminan mutu untuk 

level strategy (organisasi LPP) dan juga pada level 

pelaksana/operasional (pelaksana mutu dan kontrol mutu).  Pembuatan 

acuan dilakukan secara bersama sehingga semua pihak tahu peran dan 

acuan pelaksanaannya. 

3. Penerapan PDCA sebagai metode untuk penjaminan mutu tidak hanya 

berfokus pada mekanisme monitoring semua proses pada LPP, namun 

juga digunakan sebagai mekanisme menciptakan situasi kondusif untuk 

belajar (learning organization).  Proses monitoring sendiri akan 

menciptakan informasi-informasi yang dapat dikritisi dan dimanfaatkan 

untuk menciptakan ‘pengetahuan baru’ berdasar praktek dalam proses 

pekerjaan atau aktifitas LPP.  Sebagai mekanisme ‘monitoring proses’ 

dan ‘learning organization’ dibutuhkan penambahan instrumen dalam 

PDCA yakni pengaturan aktor-aktor yang terlibat dalam quality 

assurance untuk memastikan dan mendukung proses belajar dalam 

organisasi, disamping peran sebagai inspektur mutu dan assurance 

dalam traditional model quality assurance.  Fungsi mentor dan coach 

dapat ditambahkan dalam proses penjaminan mutu sebagai bagian 

untuk menumbuhkan sitausi belajar dalam organisasi.  Proses kreatif 

dari experiential learning (melakukan aktifitas pada LPP) perlu 
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dilengkapi dengan aktor yang berperan sebagai tempat ‘mengadu” dan 

‘berdiskusi’ serta memberikan ‘saran’ untuk perbaikan berkelanjutan.  

Dan peran-peran tersebut perlu dilembagakan kedalam pihak-pihak 

yang ada dalam proses penjaminan mutu LPP.  Pimpinan yang secara 

formal berfungsi sebagai decision maker dan juga ‘pengarah’, perlu 

juga memerankan sebagai mentor, sebagai individu dan tim manajemen 

yang ahli secara substansi dan mampu memberikan kejelasan arah 

penerapan TQM pada LPP. 

4. Model Two-Tier OPB ini dikembangkan atas analisis Model 

Penjaminan Mutu PCDA yang digunakan LPP sehingga model yang 

dikembangkan berbasis pada model yang saat ini digunakan dengan 

penambahan unsur, pengaturan ulang dan pembenahan struktur 

sehingga mudah untuk diimplementasikan.   

5. Model Two-Tier OPB ini pada hakekatnya berbasis pada proses 

manajemen yang bersifat generic sehingga adopsi pada berbagai 

organisasi (dengan jenis dan tipe berbeda) dapat dilakukan.  Proses 

PDCA adalah proses manajemen generic, adopsi dan adaptasi 

dilakukan pada leyer (tier) untuk mendapatkan komitmen mutu yang 

disesuaikan dengan struktur atau tata kelola organisasi.   
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